N -
A PERJANJIAN KERJA SAMA

Sl ro- | ANTARA
pos oo ot PENGADILAN AGAMA SANGATTA
BENGAN

I'T POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BONTANG 75300
TENTANG
LAYANAN NAZEGELEN ALAT BUKTI PERSIDANGAN, PENGIRIMAN AKTA
CERAI DAN PENGIRIMIAN SURAT POS

NMomor : W1T7T.A9B3Z H.M.O1/8/2021
Nomor : 0490/BOT/SP/Penj/5/23/08/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Pulub Satu (07-11-
2021) bertempat di Sangatta, vang bertanda tangan dibawah ini ;

1. H AHMADASY-SYAFT'L, 8. AG : Dalam Jabaltan schagai Ketua Pengadilan
Apama  Sangalla  dengan nomor NPWP
001035047724000 vang betkedudukan di J.
Prof. Baharudin Lopa, no. 1  kawasan
perkanloran Bukil Pelangi Sangatta, SK
Nomor  25/KMA/SK/2018  yang  dalam
jabatannya mewakili unsur Pimpinan dan olch -
karema itn bertindak untuk dan slas namag
Pengadilan Agama Sangatta vang selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”,

2. HAMID WAHIDIN
Jabatan Kcepala Kantor Pos Bontang dengan

NOMeT NPWP 01.001.620.2-724.001,
berkedudukan di Jl. MT Haryone No 3 Bontang
73311, yang dalam jabatannya mcewakili Direksi
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas
nama PT Pos Indoncsia {Persero) Badan Usaha
Milik Negara, vang didirikan dengan Akta
Notaris Sutfipto. 8.H. Nomor 117 tanggal 20
Juni 1995 schagaimana telah beberapa kali
diubal terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13
tanggal 24 Agustus 2021 vany dibuat dan
disampaikan oleh Aryanti Artizari, S.H., M. Kn
Noturis di Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDLUA,

Selamjuinya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dischut dengan
"PARA PIHAK" dan masing-masing disebut “PIHAK".
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PARA PIHAK (erlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1.

Bahwa PEHAK PERTAMA adalah |.embaga vang melaksanakan kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan agama vang berkedudukan di Kabupateng Sangatia.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara vang bertajuan untuk turut
serta melaksanalkan dan memunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi
dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di hidang pelayanan jasa
pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan lerbatas,

‘Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA FPINAK masinp-masing berlindak dalam
kewenangannva tersebut scpakat untuk membuat, menandatangani, dan saling  mengikatkan
diti dalam Perjanjian Kerja Sama tentang layanan Nazegelen dan layanan Distribusi Kiriman
Distribusi Kiriman (selanjutnva disebut Perjanjian) dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketenmtuan sebapal berikut:

Pasal 1
DEFINIS1

Dialam Perjanjian i (termasuk Lampiran-Lampiran) istilah-istilah scbagaimana dinraikan di
bawah ini mempunyai artt scbagaimana dinyatakan di bawah ini, kecusl secara tegas
mengartikan alau mempersyaratkan lain ;

1.

10.

]]P

Perjanjian adalah kesepakatan tertulis yang mengikat PARA PIHAK, mengatur syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan pckeriaan vang harus dilaksanakan termasuk lampiran-
lamnpiran, amandemen dan/atau addendﬂm—rq.& (Jika ada) yang merupakan bagian wang
tidak terpisahkan dar Pt‘t]%lﬂ_}lﬂ.ﬂ ini,

Pengirim adalah scluruh unit kerja PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran Peorjanjian vang melakukan pengiriman Kiriman melalni Lavanan Jasa
PIHAK KEDUA,

Penerima adalah peroranpan danfatau badan usaha yang ditetapkan olech PIHAK
PERTAMA schagai penerima Surat dapsatau Paket yang dikirimkan oleh PTHAK
PERTAMA sesuai dengan alamat vang tercantum pada sampul Kiriman.

Kiriman adalah Akia Cerad, Surat don atan Paket milik PIHAK PERTAMA vang
dikirimkan melalui Tayanan jasa PIHAK KEDUA.

Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh PTHAK PERTAMA schagal bukii
telah terjadi perceraian.

Para Pihak adalah Masvarakat vang menpajukan perkars perceraian pada PIHAK
PERTAMA dan perkaranya telah dipatus kabul serta putusannya telah berkckuatan hukum
tetap dan telah dilerbitkan akia cerainva.

Pekerjasn adalah pengiriman Kiriman PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA
dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit bisnis di bawah Regional vang  mempunyal
fungsi penjualan, pelayanan pelanggan, operasi, proses, jaringan, kegiatan pendukung dan
administrasi wvang terdirt  dari : Kantorpos, Sentral  Pengolahan  Pos.  Pos Admail,
Kantor Tukar Pos Udara, Kantor Tukar Pos Laut, Kantor Filaleli Jakarta, Kantorpos Cabang.
Museum Prangko Indoncsia.

Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifar perdata dan dokumen
untuk digonakan di penpadilan.

Nuzegelen adalab pemeteraian’ pelunasan bea meterai suatu dokumen vang akan dijadikan
sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pos Express sclanjutnya disingkat PE adalah layanan premium pengiriman Surat dan/atau
Barang dengan waktu tempuh maksimum T 1 dalam jaringan nasional terbatas.
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Pos Kilat Khusus  selanjutnya disingkat  PKH adalah layavan pengitiman Surat dan
Barang dengan standar waktu penyeraban maksimum H+2 s.d H+9 dalam jaringan nasional
terbatas.

. Exprexs Muaif Service selanjutnya disingkar EMS adalah layanan premium pengiriman

Dokumen dan Barang  dari dan keluar negeni dengan persyaratan tertentu dan pelacakan
kiriman dilakukan secara elektronik dengan standar waktu penverahan maksimum H+S
dalam jaringan internasional terbatas.

. Paket Pos Cepat Internasional adalah layanan pengiriman dokumen dan barang dari dan

kelusr negeri dengan persvaratan tertentu meliputi berat, ukuran dan kiriman yang
diperbolehkan dart mazing-masing neeara denean standar wakiu penveraban maksimum
H+12 dalam jaringan internasional terbatas.

. Standar Wakto Penyerahan, selanjutnva disingkat SWP adalab waktu tempuh Kiriman

vang dihitung scjak tanggal cetak Resi oleh PIHAK KEDUA di kantor asal sampai dengan
anlaran  pertama kali kepada Pelanggan dengan dikurangi Hari Libur Nasional dan atau
[ari Libur Dagrah,

Resi adalah bukti pengiriman yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode |
berfungsi sebagai : bukbi pengeposun, pernvatman persetujuan pengiriman atas  svarat-
syarat dan ketentuan pengiriman. bukti penyerahan Kiriman scrta  dipergunakan sebagai
identitas  Kiriman dalam proses  pertukaran  yang menggunakan aplikasi [-Pos.

Return adalah Kiriman PIHAK PERTAMAvang dikembalikan olch PIHAK KEDUA
setelah dilakukan 3 (tiga) kali antaran kepada Pencrima namun Kiriman tidak dapat
discrabkan dengan alasan alumar Penerima tidak jelas fidak ditemukanfidak dikenal,
kantor/rumah kosong, pindah alamat, ditolak, meningaal dunia.

IHari Kerja adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dan hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
Hari Kalender adalah 7 (tujult) hani terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Mingeu.
Guanti Rugi adalah sejumlabh uang tertentu vang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA atas kerugian akibat Keterlambatan, Hilang, dan Rusaknya Kiriman.
Kerugian adalah hilang alau berkurangnya  nilai ekonomi yang tidak diharaplkan akibat
terjadinya suatu Keterlambatan penverahan / Hilang / Kerusakan terhadap Kiriman,

. Jaminan Ganti Rugi adalah sustu jaminan berupa pemberian diberikan ganti rugl schagai

nilai tambah kepada Pengirim atas Kiriman jika terjadl keterlambatan, kerusakan, dan
kehilangan.

Nilai Jaminan Ganti Rugi adulih sejumlah besar / nilai uang tertentu vang discpakati oleh
Pengnom dan - PIHAK KEDUA dari harga  Produk  yang dinilai 7 disepakati berdasar
harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan ganti rugl.

Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah nilai / besaran vang tertentu yang dibavarkan
Pengnim kepada PTHAK KEDUA. Bea Jaminan Ganti Rugl berdasarkan Nilai Jaminan
(ranti Rugi  dipungut  sebesar 0.24% ( nol koma dua puluh empat persen )} dari Nilai
Jaminan Ganli Rugl.  Bea Jaminan Ganti Rugi dikenakan kepada Pengirim pada saat
pengeposan Kiriman Pembavaran atau pclunasan Bea Jaminan Ganti Rugi dilakukan
bersamaan dengan Biaya Pengitiman Kiviman.

Keterlambatan adalah dilampauinya  Standar Waktu Penyerahan suatu Kiriman.

Rusak adalah berubahnya fungsi, sifat, dan atau bentuk dari sebagian atau selurahnya atas
isi Kiriman.

Hilang adalah tidak diterimanya Kiriman oleh Penerima.

28. Re-packaging adalah pembungkusan atan  pengemasan ulang Kiriman PIHAK

29.

PERTAMA sesuai dengan standar kekuatan, keamanan. kelavakan pembungkusan serta
label alamat vang ditctapkan PIHAK KEDUA.

Biaya Pengiriman adalah akumulasi  Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang
ditagihkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
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Puasul 2
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pemyataan dan jaminan sebagai berikut :

L

[

PTHAK KEDUA menjamin bahwa jasa yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA
adalah layanan Nazegelen dan layanan Distribusi Kiriman sesuai yang telah disepakati
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA dalamn melskukan kegiatan usahanyva termasuk pelaksanaan Perjanjian
ini wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penunjukan vang bersangkutan sebagai pelaksana
pckerjaan dan dalam melaksanakan pekenjaan mengedepankan prinsip profesionalitas,

PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian, baik seluruhnya maupun sehagian,
apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan vang jelas menemukan bahwa PIHAK
KEDUA telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian
hadiah atau komisi. Ketentuan ini dapat berlaku sebaliknya.

Dalam perjanjian-petjanjian sebelumnya yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, tidak ada
pelangparan kewajiban atau kelalaian vang dilakukan oleh PIHAK KEDUA vang dapat
memberikan pengaruh yang merugikan pada Perjanjian ini,

Tidak ada sengketa, perkara atan persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau masih
yang harus diselesalkan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaksanaan
Perjanjian ini,

Pada saat Perjanjian ditandatangani, Anggaran Dasar PIHAK KEDUA dan semua akia
perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu
pembuatan komparisi Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menjamin tidak ada akta lain vang
berisikan perubahan Anggaran Dasar PIHAK KEDUA.

Selurvh dokumen, keterangan, data dan informasi vang telah dan akan diserahkan PTHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah lengkap dan benar.

Sebagai rekanan, PIHAK KEDUA sudah memiliki kualifikasi yang disvaratkan PIHAK
PERTAMA sebagai berikut :

a. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas vang diperlukan dalam
pengadaan barang atau jasa yvang scsuai dengan Perjanjian ini yang apabila diperiukan
dapat dibukiikan dengan peninjuuan di lapangan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Secara hukum mempunyai wewenang untuk menandatangani Perjanjian.

¢. Tidak dalam pengawasan penpadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak scdang
dihentikan atau lidak sedang menjaluni sanksi pidana.

d. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajak vang terakhir.

e. Tidak membuat pemyalaan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan
sertifikasi yang dimiliki.

Pihak Pertama ‘( THER: Pihak Kedua B SR



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan :

I3

g

I

e
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Dhstribusi Kiriman dari PHIAK PERTAMA kepada seluruh Penerima di dalam maupun
Inar neperi melalui layanan jasa pengiriman PIHAK KEDUA.

Kinman PIHAK PERTAMA yang dikirim melalsi layanan jase pengiriman PIHAK
KEDUA meliputi

surat dan dokumen antar unit Kerja dan Para Pelanggan PIHAK PERTAMA, serta
kepada Penerima lainnya yang ditctapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Barang Il dan Non IT dengan berat sampai 50 Kg antar unit Kerja dan Para Pelanggan
PTHAK PERTAMA, serta kepada Penerima lainnya vang ditetspkan oleh PIHAK
PERTAMA.

Nazegelen/ pemeteraian alat bukti persidangan vang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
Pendelegasian Pelegesan Meterai sebagai alat bukti sah dalam persidangan dari PIHAK
KEIDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Distribusi Kiriman PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayal 1 dan 2 Pasal
ini, menggunakan produk layanan PIHAK KEDUA, vaitu:

Pos Fxpress untuk alamat Penerima yang berada di kota vang termasuk dalam jaringan Pos
Express.

Pos Kilat Khusus untuk alamat Penerima  wang  berada  di kot yang tidak termasuk
dalam jaringan Pos Express telapi termasuk dalam jaringan Pos Kilat Khusus.

Express Mail Service untuk alamat Penerima yang berada di luar negeri yang termasuk
dalam jaringan Express Mail Service.

. Paketpos Cepat Internasional untuk  alamat  Penerima yvang berada di luar negeri yang

tidak termasuk dalam joringan fxpres Mail Service wiapi termasuk dalam jaringan
Puketpos Cepat Internasional.

Pusal 4
SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN DAN PENYERAHAN

Semua Kiriman harus memenuhi syaral-syarat vang ditetapkan PIHAK KEDTUA, antara
lain mengenal ukutan, berat, isi, dan alamat Kiriman.

PIHAK PERTAMA wajib membungkus atau mengemas Kiriman  sesuai dengan standar
kekuatan. keamanan. kelayskan pembungkusan, serta pemberian label alamat terhadap
semua Kiriman  yang akan dikirim olch PIHAK KEDUA .

. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PTHAK KEDUA

mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan dan apabila ada Kiriman vang
memerlukan penanganan secara khusus (contoh: barang mudah pecah / fragife atan rusak).
Apabila diminta olch PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat melakukan
Repackaging untuk menjaga kekuatan dan keamanan Kiriman yang pembungkusannya
masih kurang layak. Untuk pelaksanaan Repackaging oleh PIHAK KEDUA, PIHAK
PERTAMA wajib membayar biaya Repackaging kepada PIHAK KEDUA.

Jadwal pengambilan Kiriman diakukan sekali setisp Hari Kerjs, mulai hari Senin sd
Jum’at dengan pengaturan maksimal pukul 16.00 WITA,

Penyerahan Kiriman dari PIHAK PERTAMA kcpada PTHAK KEDUA  menggunakan
daftar pengeposan, yang memuat kolom: nomor, nama, nomor Agkdphonetelepon, alamat
Penerima, kodepos. ID Kiriman, mlai barang, dan keterangan.

Daltar pengeposan sebagaimana dimaksud pada ayal 6 Pasal ini berfungsi sebagai berila



acara serah terima Kiriman diserlat soffcopy data Kiriman vang dikirimkan.

3. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA
apabila ada perubahan alamat dan jadwal pengambilan  Kiriman secara regular selambai-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum berlakunya perubaban sebagaimana dimaksud.

g, Kiriman yang telah diambil oleh PIHAK KEDUA dari tempat PTHAK PERTAMA
memadi  langgung  jawab FIHAK KEDUA dalam pengirimannya sampai dengan
diserahkan kepada Penerima.

10. Kiriman Retzrn dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnva 7 (tujuh)
Hari Kerja setelah tanggal penyeraban Kiriman disertai alasan vang dituliskan pada
sampul Kiriman Produk vang bertalian : rumah kosong. sudah pindah alamat, alamat tidak
dikenal, alamat kurang jelas, ditolak dan meningeal dunia.

11. Apabila tidak ada kejelasan atay stalus pengiviman Kiriman vang sudah berada dalam
penanganan PIHAK KEDUA lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhibmg sejak
Kiriman diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK
KEDUA menyvetlujui bahwa Kiriman dianggap Hilang dan bersedia membayar ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini.

Pasal 5
PRODUK DAN TARIF KIRIMAN

1. Kiriman Dalam Neperi

a Kiriman PIHAK PERTAMA dikirim dengan menggunakan produk lavanan Pos
Express dan Pos Kilal Khusus dengan published rare scsual ketentuan yang berlaku
pada PTIHAK KEDUA,

b Untuk Kiriman barang yang dikategorikan sebagai Kiriman paket dan dikenakan
PPN scbesar 1% (salu per seratus) -

¢ Penghitungan tarif Kiriman Ichih dari 2 (dua) kilogram dilakukan dengan 2 (dua)
metode

a) Mempergunakan berat sebenarnyva (actual weighi)

b} Mempergunakan perhitungan volumeltrik yvang skan dilakukan apabila berat akiual
kiriman melebibi 30.000 gram, panjang salah sat sisi mclebihi 90 sentimeter dan
tidak dapat dimasukkan ke dalam kanlong pos.  Perhitungan  volumetrik
dikonversikan menjadi berat dengan rumusan sebagal berikut :

Panjane x Lebiar x Tinge x 1 By
6O

Berdasarkan perbandingan beral Kiriman tersebut, maka penentuan tarit Kiriman
dihitung berdasarkan berat vany tertinggi.

d Tanf Kiriman sebagaimana dimaksud huref ¢ pada avat ini belum iermasuk PPN
sehesar 1% dari tarit Kiriman,

e Tanl Kiriman sebagaimana dimaksud huruf ¢ pada ayat ini belum termasuk TTarga
Tanggungan Nilai Barang scbesar 0.24% dari nilaitharga Kiriman yang dikinim PIHAK
PERTAMA,

f Dalam bal terjadi perubaban tarf Kiriman sebagaimana dimaksud pada lampiran
Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menginformasikan kepada PIHAK
PERTAMA untuk memperoleh persetujuan PIHAK PERTAMA.

2. Kiriman Inlermnasional

a. Kiriman PIHAK PERTAMA dikirim dengan menggunakan produk lavanan Pos
fxpress Mail Service dan Paketpos Cepat Internasional dengan Publish Rate
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sesial ketentuan vang berlaku pada PIHAK KEDUA.

b. Perhitungan tarif FExpress Mgl Service dan Paketpos Cepat Internasional
berdasarkan hasil perbandingan perhitungan tingkat berat yang dilakukan dengan 2
(dua) metode :

a}  Mempergunakan berat Kiriman aktual {ectual weight)
by Mempergunakan perhitungan volumetrik yang dikonversikan menjadi  berat
kilogram dengan rumusan sehagai berikut -

Panjang X Lebar X Tinggi {om)

X1Kg
5000

¢. Ketentuan berat Kirimun ©

a) EMS maksimal 30 Kg.

by Paket Pos Cepat Internasional maksimal 30 Ke.
d. Taril Kiriman sebagaimana dimakswd pada hurul © pada ayal ini belum termasuk PPN
sebesar 1% dan tarif Kinman.
Tarif Kiriman sebapaimana dimaksud pada burof ¢ pada avat ini belum termasuk
Harga Tanggungan Nilai Barang sebesar 0.24% dari nilai‘harga Kiriman yang dikirim
PIHAK PERTAMA.
f. Dalam hal terjadi perubahan tarif’ Kiriman sebagaimmma dimaksud pada lampiran

Perjanjian. maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menginformasikan kepada
PIHAK PERTAMA.

»

Pasal 0
SERVICE LEVEIL AGREEMENT

PIHAK KEDUA melakukan pengambilan /penjemputan Kiriman di tempat PTHAK
PERTAMA atau di tempat lainnyva vang ditetapkan PIHAK PERTAMA yang berlokasi di
dalam kota tempat kedudukan Kantorpos,

SWP Kiriman PE adalah maksimal H+1, PKH maksimal 12 sd 11+9, EMS maksimal
17435 dan PPCT maksimal 11112,

Pengiriman disertai Resi rangkap 2 (dua), lembar pertama menyeriai Kiriman dan lembar
kedua diserabkan kepada Penginim.

Memberikan laporan bulanan pengiriman Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PTHAK
PERTAMA berupa soficopy vang dikirimkan via emeil,

Membenkan ganti rumn atas Kiriman vang mengalami Keterlambatan, Rusak maupun
Hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini.

Menyediakan fasilitas complain handiing aas pengaduan PIHAK PERTAMA vang dapat
disampaikan secara lisan, tulisan, via telepon, wa e-mail kepada PIHAK KEDIJA atau
Customer Service PIHAK KEDUA.

Pasal 7
LAYANAN NAZEGELEN

Legalisasi meteral sebagai alat bukti ssh dalam persidangan dilaksanakan oleh PIHAK
KEDIJA,

Pasal 8
TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KIRIMAN TIMUM

Tagihan pelunasan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
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selambal-lambatlnya langgal 3 (tiga) setiap bulannya.

2. Pelunasan haya pengiriman dilakukan dengan cara ditransfor ke Rekening Bank dengan
daftar bank vang ada pada Jvoice Penagihan.

3. Pelunasan pembayaran dilakukan olch PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal
15 (lima belas) bulan tagihan.

4. Biaya transfer pelunasan biaya pengiriman atau biava administras bank lainnya menjadi
beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal
TATA CATRA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN KIRIMAN AKTA CERAIL

1. PIHAK KEDUA memberikan pendelcgasian kepada Petugas Penpadilan Agama untuk
menerima pembayaran biaya pengiriman Akta Cerai dari Para Pihak Berperkara.

2, PIHAK KEDUA melakukan penagihan pembayaran kiriman Akta Ceral pada PIHAK
PERTAMA (Petugas Pengadilan Agama) setiap akhir bulan berfalan.

3, Petugas Pengadilan melakukan pembayaran kiriman Akta Cerai kepada PTHAK KEDUA
sctiap akhir bulan berjalan dengan menyerahkan vang tunai sesuai dengan jumiah vang
pada resi.

Pasal 10
PAJAK

. Kewajiban perpajakan pada pelaksanaan Petjanjian ini berpedoman pada Peraturan
Perundangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia,

Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi
beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan wajib dibayarkan oleh PIHAK
yang bersanglutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku di Indoncsia.

3. PHIAK KEDUA adalah sebagai WAPU (wajib pungut) Pujak, Pajak-pajak lainnya vang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yaitu PPH menjadi beban PIHAK
KEDUA dan PPN menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, scdangkan
PIHAK PERTAMA harus sudah teregisrasi pajak. pajak wajib dibayarkan oleh PARA
PTHAK yang bersangkutan scsuai dengan ketentuan hukum petpajakan yang berlaku di
Indonesia,

4. Kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PPN :
a. Nilui Invoice sampai dengan Rp. 1.000.000,- ( sat juta tupiah termasuk PPN } ;
1. Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak Kode 01,
ii. Menyctorkan PPN Ke Kas Negara,
i1, Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
iv. Menyerahkan Faktur Pajak vang sah kepada PTHAK KEDUA
b. Nilai Invoice lebih dari Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah tcrmasuk PPN ) ;
i. Menerbitkan Fakiur Pajak Kode 02.
1. Menyerahkan Faktur Pajak vang sah kepada PTHAK KEDUA
iti. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

t-2

Ln

Kewajiban PIHAK KEDUA rerhadap PPN :
i, Memungut PPN, jika tagihan beenilai lebih dari Rp. 1.000.000.- ( satu juta termasuk
PPN )
ii. Menyetorkan PPN Ke Kas Negara,
iii. Menyerahkan bukti setor PPN kepada PIHAK PERTAMA.,
iv. Melaporkan PN ke Kantor Palayanan Pajak

Fihak Pertama : 1 5 Pihak Kadua ; f“f | ‘19



Berikut data perpajakan PARA PIHAK. scbagai berikut :
PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor NPWP : 01.001.620.2-093.000
Nama Perusahaan : PT. POS INDONESIA (PERSER()
Alamat 2l Cilaki No. 73 Bandung Wetan

Kota Bandung Jawa Barat 41115

Data NP WY yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan {PPh) :

Nomor NPWP : 01.001.620.2-724.001
Nama Perusahaan : PT. POS INDONESIA (PERSERO) BONTANG 7
Alamat : JL MT Haryono No.3 Gunung Elai

Data NPWT vanyg berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN} -
PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor NFWP : 00103504 7724000
Nama Perusahaan TPENGADILAN AGAMA
Alamat : J1. Prof. Baharudin Lopa, mo. 1 kawasan perkantoran Bukit

Pelangi Sangatta

Paszal 11
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA
a. Menerima layanan jasa penginiman sehubungan dengan Pekerjoan sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.
b. Penerimaan pcmbayaran biaya penpitiman alta ceral dari Para Pihak Berperkara oleh
PITHAK KEDUA;
¢. Menerima ganti rugi atas Keterlambatan, Rusak dan Hilang Kiriman, berdasarkan
ketentuan vang berlaku di PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Menverahkan Kiriman vang akan dikirimkan melalui PIHAK KEDUA.
b. Melakukan pembavaran  lepat waktu atas Pekerjaan yvang telah dilakukan olch
PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal § Perjanjian ini.
Membayar denda apabila terlambat melakukan pelunasan tagihan.
Memberikan data dan informasi jumlah Kiriman dan jadwal kiriman.
Membayar sejumiah pembayaran TUNAIL untuk meterai.
Iﬂ[{ FIHIAK KEDUA
Menerima pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
Menerima pembayaran denda dann PIHAK PERTAMA  atas  keterlambatan
pembayaran tagihan.
Menerima Kiriman yvang akan dikirimkan oleh PTHAK PERTAMA.
Menolak Kiriman vyang  tidak  sesusl  depngan  ketentuan yang berlaku di
PIHAK KEDUA,
e.  Menerima daty dan informasi jumiah Kiriman dan jadwal kiriman.
4, Kewajiban PIHAK KEDUA
a. Memberikan jasa layanan kepada PUIAK PERTAMA, schagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini.
. Penerimaan pembayaran hiava pengiriman akta cerai dari Para Pihak Berperkara,
¢, Memberikan ganti rugy atas Kcterlambatan, Rusak, dan Hilangnya Kiriman,
berdasarkan ketentuan vang berlaku di PTHAK KEDTIA.
d. Menjaga Kiriman vang berada di lokasi PIHAK KEDUA.,

T = A
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Pasal 12
JAMINAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN GANTI RUGE

Ganti Rum diberikan untuk Kiriman vang mengalanmi Keterlambatan, Rusak Seluruhnya
dan/atau Rusak Sebagian dan Hilang.

Ganti Rugd diberikan dengan ketenluan sebagar berikut :

a. Ganti Rugi dengan Bea Jaminan Nilai Barang.

Neo | Kondisi Iilai Ganti Rugi

1 | Hilang/Rusak Seluruhnya | Maksimal 100% Nilal Pertanggungan barang yang
l hilang, dibayarkan olch perusahaan asuransi
| 1 x biaya pengiriman dibayarkan oleh PT POS

; | INDONESIA {Persero) ,
| 2 | Rusak Scbagian . Maksimal 100% Nilai Pertanggungan barang vang |
b . rusak
.3 | Keterlambatan - 25% x Biaya Pengiriman i

b. Ganti Rugi tidak dengan Jaminan Nilai Darang

[N | Kondisi [ Nilai Ganti Rugi

|

|2 e P e =

‘1 | Hilamg/Rusak Seluruhnya | 10 (sepuluh} x biaya pengiriman maksimal Rp.

|
12 | Rusak Sebagian i 5 x Biava pengiriman maksimal Rp. 1.000.000
: i apabilakiriman diserahkan kepada pengirim/ kuasanva
! 10 (sepuluh) x biava pengiriman maksimal Rp.
| 1.000.000 apabila pengirimy kuasanyas melepaskan hak
o A atas kiriman.
3 | Keterlambatan | 25% (dua puluh lima per seratus) x Biava Pengiriman

Persyaratan jaminan gantl rugl vang dijamin oleh PIHAK KEDUA apabila Kiriman

PIHAK PERTAMA mcmoenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

4. Isi kiriman sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan

b.  Membavar ongkos kirim dan/atau Bea Jaminan Ganti Rugi

Bea Jaminan Ganti Rugi berdasarkan Nilai Jaminan Ganti Rugi  dipungut

sebesar 0,24% ( nol koma dua puluh empat persen ) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi. Bea

Jaminan Ganti Rugi  dikenakan kepada Pengirim  pada saat pengeposan Kiriman.

Pembayaran atau pelunasan Bea Jaminan Ganti Rugi  dilakukan bersamaan deagan Biaya

Pengiriman  Kiriman.

PIHAK KEDUA tidak berkewajiban memberikan Ganti Rugi terhadap hal-hal schapai

berikut :

a. Kepada pengirim yang telah menyerabkan haknya atas ganti rugi kepada penerima

berdasarkan surat Kuasa pengaliban hak

b, Tuntaran ganti rugi diajukan melampaui batas wakm yvang ditctapkan olch perusahaan

sehagaimana dialur pada pasal 5 ayal 3 keputusan direks ini,

¢. Isi kiriman tidak sesuai dengan resifformulir

d. Kiriman berisi barang yvang dilarang pengirimannya.

e.  Kinman dibuka, diperiksa dan atau disita oleh pejabal yang berwenang sesuai dengan
ketentisn perundang-undangan.

£ Jika peristiwa keterlambatan/kerusakanthilang kiriman merupakan Force Majeure.
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6. PIHAK KEDPUA dapat menolak klaim Ganti Rugi apabila terjadi Hilang danfatau Rusak
Kiriman discbabkan oleh;

fi B

b.

i

Kondisi pembungkusan dan pengemasan Kiriman yang tidak momenulu standar
keamanan dan kelayakan vang telah disepakati oleh PARA PTHAK,

Kesalahan pemberian informasi mengenal Kiriman yang dikinim, tompat danfatan
waktn pengambilan Kiriman;

Kesalahan penulisan ResiAWB vang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;

Sifat dasar dan alamiah Kiniman tersebut, contohnya : pembusukan;

Resiko teknis yang disebabkan karena kegagalan pabrikasi sepanjang bungkus atau
kemasan Kiriman tidak dibuka dan tidak ada indikasi kesalahan dalam penanganan
distribusi Kiriman oleh PIHAK KEDUA, contohnva : Kiriman tidak berfungsi atan
berubah fungsi;

Penahanan, penyilaan danfatau pemusnahan Kiriman  yang dilakukan oleh instansi
Pemerintgh seperti Bea Cukai, Karaniina, Kepolislan dan Kcjaksaan scbagai akibat
hukum dari kcadaan dan/atan jenis Kiriman yang dikirim;

T4i Kirimpan tidak sesuai dengan pernvataan vang tertulis di ResizAWB.

Pasal 13
SANKSI DAN DENDA

1. Dalam hal pelunasan melebihi waktu scbagaimana dimaksud dalam pasal 8, PIITAK
KED1UA dikenakan denda :

a.

Denda keterlambatan pembayaran harus dikenankan terhitong muolai 1 (satu) hari
setelah batas akhir jatuh tempo pelunasan;

Pembayaran diatas tanggal 15 bulan berikutnya dikenankan denda 1% (satu per scratus)
dari saldo piutang yang jatuh tempo:

Pembayaran diatas tangpal 25 bulan berikutnya dikenakan denda 29 (dua per seratus)
dari saldo piutang yang jatuh tempo:

Keterlambatan pembayaran berikutnva dikenakan denda 2% (dua per seratus) per
bulan dari saldo piutang vang jatul tempe ditambah denda bulan-bulan sebelumnya;

Pelanggan yvang mengirimkan surat penundaan pembayaran sebelum jatuh tempo ke-1
tidak dikenakan denda. maka dibebaskan dari pengenaan denda. Batas waktu
pelunasan adalah sampai akbhir bulan tagih, bila melampaul batas pelunasan maka
piutang tersebut dikenakan denda sesnai dengan ketentuan berlaku sebagaimana diatur
pada avat (1).d. pasal ini;

Pasal 14
LAYANAN PELANGGAN

Untuk memudahkan dan memberikan pelayanan vang lebih efektif dan efisicn kepada PIHAK
PERTAMA, PTHAK KEDUA menyediakan unit pelayanan konsumen yang akan beroperasi
pada hari Sepin-Jumat jam 0730 - 20,00 WIB dan hari Sabtu jam 08.00 — 15.00 WIB sesual
deaflar lokast vane akan disampatkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dun
waktu ke waktu,

Pazal 15
PEMBERITAHLUAN

1. Pembentahuan atau komunikasi lainnya yang akan diberikan dalam Perjanjian ini harus
secara tertulis dan ditandatangani olel dan/atau mewakilkan PTHAK yang membenkan
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pemberitahuan dan dilakukan dengan cara meninggalkan atau mengirimkan melalui
Jaksimife, mengantarkan langsung atan mengirimkan melalui Pos, atau Email (harus
merinta landa terima baca),

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Pengadilan Agama Kantor Pos Bontang
Nama ;  H. Abmad Asy-Syafi'i. 5.Ag Hamid Wahidin

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sangatta  Kepala Kantor
Alamat : 1. Baharuddin Lopa No. 1 Sangatta  J1. MT Harvono No 3 Bontang 75300

HP : 0B2133397446 Hp : 0811-2510-408

Email :ahmad.asy.svafii@email.com Email : hamid. wahidin@posindonesia.co.id
Pengadilan Agama Kanior Pos Sunsutia

Nama : Iman Sablani, §.Ag Andi Anton

Jabatan : Panitera Kepala Kantor Cabang Sangatta

Alamat : JI. Baharuddin Lopa No. | Sangatia  Alamat : JI apt pranote no.1 Sangatta kab

HP : UB125475194 kutai Hmuwr73411

Lmail :sahlaniimani@gmail.com No Hp : 0821-5779-199%

Email : andi.antonfposindonesia.co.id

2. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjamyian ini diterima oleh perwakilan
vang mewakili dan menyatakan bahwa ia mempunyai ptorisasi ontuk menerima dan
melaksanakan semua ketentuan untuk masing-masing PIHAK.

3. Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK
vang mengubah alamat wajib memberitthukan secara tertulis perubahan tersehut kepada
PIHAK lammnya dalam jangka waktu 7 (mjuh) Harl Kerja setelah perubahan alamat
tersebut terjadi. dengan ketentuan PIHAK vang mengubah alamat tersebut wajib
mengusahakan sedemikian rupa sehingga korespondensi vang dilakukan oleh PIHAK
lainnya detap dapat dilaksanakan tanpa menvebablan biaya tambahan  maupun
keterlambatan.

Pasal 16
JANGKA WAKTU PERJANIIAN

I. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung scjak tanggal
ditandatangani Perjanjian olch PARA PTHAK yaitu Tanggal 07 Oktober 2021 sampai
dengan langeal 06 Qhreber 2023

2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebehun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat 1

Pasal ini dengan ketentusn PIHAK vang akan mengakhiri Perjanjian ini harus

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 {sat)

bulan scbelum Perjanjian berakhir.

Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kescpakaian PARA PIHAK minimal 1 (saty)

bulan sebelum berakhirnya Poerjanjian ini.

4. Dalam hal Perjanjian ini diakbiri baik karena permintaan salab satu PIHAK ataupun
karzna sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA
PIHAK yang harus diselesaikan ierlebih dahulu sebagai akibut dan pelaksanaan sebelum
berakhirnya Perjanjian ini.
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6.

Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan Perjanjian antara PARA PIHAK
lamnya yang sudah ada, baik di tingkat Pusat, Regional/Kanwil dan di Kantor Cabang.

Pasal 17
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA berkewajiban wunwk fidak  memberitahukan, membocorkun,
menyebarluaskan, memperbanyak, mengeandakan atau memisahkan dan menguasai hasil
pemisaban atas sctiap dokumen atau baglan lain dari informasi dan data. dan/ atau
membuka lormasi yang menyangkut rahagsia PIHAK PERTAMA, tanpa persetujuan
tertulis dani PIHAK PERTAMA, scrta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mared,
gagasan. data yvang tersimpan dalam sistem/laporan vang berkaitan dengan usaha, prosedur.
keghalan, petugas, atau perusahaan vang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.

PIHAK KEDUA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen
yarniy diserahkan PIHAK PERTAMA dan/atan Penpguna Jasa untuk  keperluan
pelaksanaan  pekerjaan  scbagaimana dimaksud dalam  Perjanjian  ini dan  tidak
diperbolehkan menggunakin baik sebagion atan seluruh informasi, data atau dokumen
untuk kepentingan PIHAK KEDUA selain untuk tujuan kerja sama vang diatur dalam
Perjanjian tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan
adanya kebocoran informasi rahasia alau penggunaan informasi vang tidak sah untuk
kemudian dilakukan tindakan vang diperlukan wntuk mengatasi kebocoran informasi
rahasia tersebut.

Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah saty PIHAK. baik
langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atan dalam bentuk elektronik
terhadap hal apapun vang berkaitan dengan Perjanjian. wajib memperoleh izin terlebih
dahulu dari PIHAK lainnva. termiasuk  dalam  hal mempromosikan fasilitas dan
penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal mi tetap berlaku walaupun
Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekustan
hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain olsh ketentuan
perundang-undangan vang berlaku.

Masing-masing PIINAK bertanggung jawab atas kerugian vang diderita oleh salah satu
PIHAK schagai pelanggaran ketentnan kerahasiaan schagaimana dimaksud dalam Pasal
mi oleh salah satu PIMAK dan/atau karyawan salah satu PTHAK scsuai dengan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 18
SURAT TEGURAN

Tanpa mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA lainnya, apabila PIHAK KEDUA
terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya vang telah
disepakali dalam Perjanjian ini, maka PTHAK PERTAMA dapat mengirimkan surat
teguran kepada PIHAK KEDUA agar PIHAK KEDUA segera memenuhi kewajibannya
dalam 5 (Lima) Hari Kerja,

Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat | Pasal ini PIHAK
KEDUA belum juga memenuhi kewajibannyva, maka PIHAK KEDUA diangeap telah
lalai atau wanprestasi terhadap PTHAK PERTAMA, dan sclanjutnya PTHAK
PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan atan denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 Perjanjian ini,
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Pasal 14
REKONSILIASI DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepskat untuk melakukan rekonsiliasi dan evaluasi atas pelaksanaan
perjanjian ini paling sedikit enam bulan sekali pada waktu vang disepakati secara bersama-
sama.

Hasil evaluasi yvang dimaksud pada avat (1) merupakan bahan perbaikan serta masukan
guna mencapai hasil kinerja vang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 28
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Salah satu PIHAK, dapat mengajukan pengakhiran sepihak atas Perjanjian ini sehelun
Jangka waklu berakhir, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
PITAK yang akan mengajukan pengakhiran sepihak sebelum jangka waktu berakhir Tidak
dikenakan kewajiban membayar ganti migi apapun apahila disebabkan:

a. Terdapal perubahan/ keteniuan perundang-undangan berlaku antara lain; Undang-
Undang, Peraturan Otoritas Jasa Kcuangan atau Regulator lainnya, dan yang
bertentangan dengan Perjanjian dan/atau yang menyebabkan Perjanjan tidak dapat
dilakukan atau dilernskan.

Dalam hal pengakhiran Perjanjian. PARA PIHAK scpakat unluk mengesampingkan

pengakhiran Perjanjiun dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang

Hulum Perdata.

Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka tidak mcnghapus hak dan kewajiban PARA

PIHAK yang belum dilaksanakan/terhutang sampai dengan sebelum tanpgal pengakhiran

Perjanjian ini.

Pasul 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian im tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan bukum Negara Republik
Indonesia.

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjion ini terdapat perbedaanfinterpretasi dan timbul
persclisthan  diantara PARA  PIHAK. maka PARA PIHAK sepakat  untuk
menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.

Apabila dalam jangka waklu 30 (tiga puluh) Hari Kalender perselisihan sehagaimana
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka
PARA PTHAK sepakat bahwa scmua sengketa/perselisihan yang timbul dari Petjanjian ini
akan disclesatkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

Pasal 22
ANTI SUAP DAN ANTT KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK teluh mengetabui seluruh
peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan
Anti Korupsi™) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan vane dilakukan sehubungan
dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melskukan tindakan apapun yang mungkin
melanggar  Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena ilu. PARA
PTHAK dengan ini setuju bahwa ;

a. lidak akan memperkerjakan / mempertahankan orang yang merupakan pejabat
pemerintah atau karyawan, termasuk karvawan dari korporasi, agen, atau badan yang
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dimiliki atan dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa vang dipertahankan adalah
pekerjaan konsultasi yang tulen dan — jika diperlukan — pejabat vang dipertahankan
telah memperoleh persetujuan oleh oloritas/pemberi kerja vang kompeten untuk layanan
konsultasi yang dimaksod.

b. PARA PIHAK tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar,
menawarkan atau berjanji untuk membayar atan mengalihkan apapun dengan nilai
berapapun kepada pejabat atau karyvawan pemerintah, atau kepada partai politik atau
kandidat untuk jabatan politik, dengan lujuan unluk mempengaruhi pengambilan
keputusan yang menguntungkan bisnis PTHAK lainnya vang bertentangan dengan
Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

¢. PARA PIHAK akan segera membernlahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal
orang yang diperkerjakan atau terasosiasi dengan  salah satu PIINAK menjadi pejabat
pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa vang dipertahankan adalah
pekerjaan konsultasi vang tulen dan — jika diperlukan — pgjabat vang dipertahankan
telah memperoleh persetujuan seperlunva dari otoritas/pemberi kega vang kompeten
untuk lavanan konsultasi vane dimaksud.

d. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuail kebutuhan untuk
mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Pegjanjian dan skan menvediakanPTHAK
lainnya sertifikasi fertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintman vang
sederhana.

Jika salah satu PIHAK gagal untuk mematuli ketentuan apapun dalam Perjanjian i

{terlepas dari ukuoran. sifal atau materialitas dar pelanggaran tersebut). kegagalan ferschut

harus dianggap sebagai perlanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas

kegagalan tersebut, PIHAK vang mematuli ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan

Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya , tanpa

penalti atau kewajiban apapun juga.

PARA PIHAK  harus memenubi, dan harus memastikan babwa masing-masing dari
pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat. direksi. karvawan dan apen mematuhi
semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap
transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan schubungan dengan Perjanjian ini.

Pasal 23
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force mafeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan vang terjadi
diluar kendali PARA PIHAK vang mempengaruhi secara langsung schingra kewajiban
yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang dapat digolongkan keadaan force mujernre adalah :

Peperangan;

Kerusuhan;

Revolusi;

Bencana alam : banjir, gempa bumi. badai, eunung melclus, tanah longsor, wabah
penyakit, dan angin topan;

e. Pemogokan;

f. Kebakaran;

g. Perubahan Peraluran Perundang-undangan,

Dalam hal terjadi force majeure sebagalmana dimaksud pada ayat I dan 2 Pasal ini, maka
PIHAK vang menpalami force mujenwre berkewajiban memberitahukan secara tertulis
kepada PITHAK lainnya  disertai  bukti-bukti tertulis tentang jerce mafewre dari
pejabat/stans yang berwenang untuk ite dalam wakte 7 (fujuh) Harl Kalender sejak saal
dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat
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dipertanggungjawablkan.
Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan wntuk jangka waktu

yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebul dengan jangka

waktu perpamjangan selambat-lambainya 30 (tiga pulub) Ilari Kalender sejak rtanggal
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya
dapat diterima dan disctujui secara tertulis olch PARA PIHAK,

. Semua kerugian vang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force

mcgenre bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lummya.

Atas okibal firce mapewre lersebut PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan
mengupavakan pertimbangan-pertimbangan  lebth lanjut atas pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

. Apabila setelsh jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, PIHAK yang

mengalamiforce mujenre tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam
Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami force majenre berhak memutuskan
Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan pemberitabuan secara tertulis
perthal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PTHAK yang mengalami force majeure.

Pasal 24
PERSONIL

PIHAK PERTAMA wajib menyediakan Person In Comtact/PIC khusus sehagaimana
disebutkan dalam proposal vang disepakati.

Penggantian personilPIC  kbusus PIHAK PERTAMA  dapat  dilskukan  dengan
pemberitahuan tertulis kepada PTHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA wajib menunjuk koordinatoriproject leader vang bertanggung jawab
atas koordinasi pelaksanaan penugasan berdasarkan Perjanjian i,

Apabila menurut penilaian PIHAK KEDUA, personil khusus vang ditugaskan PIHAK
PERTAMA (idak mampu atau tidak memenuhi performance yang diharapkan untuk
pelgksanaan  perjanjian  ini, maka PTHAK PERTAMA wajib mengganti dengan
personilistaf vang baru yvang memihki kuahifikasi yang lebith baik selambat-lambainya 5
{Tima) Hari Kenja terhitung scjak tanggal diajukannya permintaan penggantian oleh PIHAK
KED A

Ketidakhadiran salah satw atau lebih  personil/staf dari PIHAK KEDUA vang
mengakibatkan proscs penyelesalan pekerjaan tidak sesuai denpan vang telah ditetapkan,
maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Perjanjian ini.

Pasal 25
KEPEMILIKAN DATA DAN DOKUMEN

Ketenmian kepemilikan penverahan dan penyimpanan data dan dokumen sesuat dengan

ruang lingkup peketjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

Kecuali ditentukan lain, semua dokumen yang dibasilkan dari Perjanjian ini, batk yang
berupa hardeopy termasuk barang-barang cetakan dan soffcopy (berupa rekap pengiriman
barang 1T dan Non [T), menjadi hak milik PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib
menycrahkan semua data dan dokumen tersebut kepada PTHAK PERTAMA pada waktu
yang ditetapkan PTHAK PERTAMA.,

. Dengan mengingat ketentuan mengensi Kerahasiaan dan ketentuan lain vang berlaku,

PTHAK KEDUA diizmkan untuk menggandakan dan menyimpan salinan atau fotocopi
dari setiap data dan dokumen, liporan dan defiverables uatuk keperluan adminisirasi.

. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA, semua data dan

dokumen yang berasaldari PIHAK PERTAMA, paling lambal pada saat berakhimya
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Perjanjian atau pada waklu lain vang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 26
LATN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini,
akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dalam bentuk sualu
Addendum vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan
hukum vang sama denean Perjanjian ind.

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi
hukum berdasarkan suam peraturan perundapg-undangan, maka pernyatasn batal tersebut
tidak mengurangi keabsahan alau menyebabkan bataloya persvaratan atau ketentuan lain
dalam Pegjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian. persvaratan dan ketentuan
lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyvai kekuatan vang mengikat bagi PARA
PIHAK. Untuk memperbaiki persyaraten atau ketentuan vang batal demi hukum tersebut,
maka PARA PIHAK harus memperbaiki sesual dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sehingpa dapat diberlakukan untuk terlaksananya fujuan vang dimaksudkan
dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.

3. Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan diberlakukannya Perjanjian ini, tidak membatasi

PTHAK PERTAMA untuk melakukan Kerja sama vang sama dengan Pihak lain.
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Pasal 27
PENLTLUP

1 Diava-biava vang dikeluarkan PARA PIHAK dalam rangks penyvusunan Perjanjian ini
menjadi beban masing-masing PTHAK. kecuali untuk bea meteral akan menjadi beban
PIHAK KEDUA,

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap pertama dan kedua
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukom yang sama. Rangkap pertama
dipegang oleh PIHAK PERTAMA, sedang rangkap kedua dipegang oleh PIHAK
KEDUA.

]

Dlemikian Perjanjian. ini dibuat dalam rangkap 2 {(dua) asli masing-masing bermeterai cukup
dan mempunyai kekoatan hukum yang sama, (clah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK
pada saal Perjunjian ini selesal ditandatangani.

PTHAK PERTAMA, PTHAK KEDUA,
Ketua FT Pos Indonesia (Persern)

-----

Pengadilan Agama Sangatia Kantor Pos Bontang Kepala Kantor

NBee S 3
¥. AHMAD ASY-SYAFI'LSAG HAMID WAHIDIN
NIP.19700605.199803.1.004 Nippos. 970334000
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LAMPIRAN

TARTF KIRIMAN SANGATTA - KEC SE-KUTIM

| NO TUJUAN KODEPOS | ONGKOSKIRIM |
| 1 Sangatta Utara 75611 Rp 804
2 Sangatta Selatan 73612 Rp 8000
3 | Teluk Pandan 75651 Rp 28000
i o A " Rantan Pulung 75652 Rp 29500
5 Bengalon 75653 | Rp 28000
6 | Muara Wahau 75655 | Rp 28000
|
7 ] Kongbeng ?___?Sﬁ*?F ' Rp 28000
8 Telen 75658 ~ Rp 28000
9 Muara Bengkal 75664 Rp 29500
10 Batu Ampar 75665 Rp 29500
11 Muara Ancalong 75666 Ep 29500
12 Busang 75667 Rp 293500
13 Leng Mesangat T5668 :_ Ep 29500
14 Kaubun 75682 . Rp 29500
15 Kaliorang 75683 ' Rp29500
16 Sangkulirang e T e Rp 29500
JT [  Sunduran | SRS Rp 29500
; "!"Q_% ~ Karangan 75686 Rp 29500
| i
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